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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/3214/DIKPORA/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“ LOKA NANDA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

Membaca . Surat Permohonan ljin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)
kepada PAUD “ LOKA NANDA “ dari I Ketut Catur selaku Pembina
Yayasan Artha Sadhaka, Nomor : 001/PAUD-LN/II/2013 tertanggal 21
Pebruari 2013dan pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan
Denpasar Utara Nomor : 045.2/350/Dikpora, tertanggal 27 Pebruari
2013;

Menimbang . a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring [jin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kota Denpasar, Yayasan Artha Sadhaka serta
Taman Kanak - kanak “LOKA NANDA“ yang akan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Denpasar

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang _Perlindungan
Anak, pasal 4 dan pasal 8

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MA;NUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 6403.AH.01.04. Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
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Membaca : Surat permohonan dari Notaris I Putu Chandra, SH nomor 267/Not/Dps/2011 tanggal
08 September 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang
diterima tanggal 28 September 2011, :

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan Yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga

dapat disahkan; .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan -Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara,

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : -
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ARTHA SADHAKA
NPWP : 31.372.525.1-901.000

berkedudukan di Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, Propinsi Bali, sesual dengsn
Akta Nomor 42 tanggal 07 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris 1 Putu Chandrz. SH
berkedudukan di Kota Denpasar.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2011

An. MENTERI HL'KL'.\I’BKHRK—ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
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